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1. PENDAHULUAN 

Setiap tahun berbagai program penyuluhan antikorupsi diselenggarakan di Indonesia. 

Namun, pertanyaan mendasar yang jarang dibahas adalah apakah kegiatan tersebut benar- 

benar efektif dalam mengubah perilaku masyarakat. Korupsi masih menjadi salah satu 

masalah besar yang menghalangi perkembangan dan kesejahteraan rakyat di berbagai 

bidang. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian uang bagi negara, tetapi juga 

merusak kepercayaan masyarakat, melemahkan pemerintahan, serta memperlebar 

ketimpangan sosial. Beberapa langkah pencegahan sudah dilakukan, salah satunya 

dengan adanya penyuluhan antikorupsi yang bertujuan agar masyarakat lebih sadar, 

paham, dan memiliki sikap yang tepat terhadap bahaya serta dampak negatif korupsi. Di 

Indonesia, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa 

meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat merupakan cara penting untuk mencegah 

tindakan korupsi dalam jangka waktu yang lama. 

Namun, pelaksanaan penyuluhan antikorupsi biasanya belum diiringi dengan 

indikator hasil yang jelas dan bisa diukur. Banyak program penyuluhan diadakan secara 

rutin, tapi sampai saat ini belum ada evaluasi yang sistematis terhadap dampaknya 

terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, atau perilaku yang diinginkan. Kondisi ini 

membuat hal ini menimbulkan pertanyaan seberapa besar kontribusi kegiatan penyuluhan 

tersebut dalam upaya mencegah korupsi di masyarakat. 

Maka dari itu, pembahasan tentang evaluasi terhadap penyuluhan antikorupsi dengan 

indikator kesuksesan yang terang dan jelas sangatlah penting. Penetapan indikator yang 

bisa diukur akan membantu memastikan bahwa kegiatan penyuluhan tidak hanya sekadar 
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upacara, tetapi benar-benar bisa memberikan hasil yang berdampak nyata. Selain itu, 

evaluasi yang tepat bisa menjadi dasar untuk memperbaiki program, meningkatkan 

kualitas materi, serta memperkuat strategi penyuluhan antikorupsi di masa depan. 

 
2. PERNYATAAN OPINI / TESIS 

Menurut pendapat saya, evaluasi terhadap penyuluhan antikorupsi seharusnya 

mengacu pada indikator keberhasilan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan agar program 

penyuluhan tidak sekadar menjadi kegiatan formal, tetapi benar-benar dapat mengubah 

pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat. Tanpa adanya indikator yang sistematis, 

program penyuluhan berpotensi menjadi kegiatan seremonial yang sulit untuk 

menunjukkan dampaknya dalam pencegahan korupsi. Oleh karena itu, lembaga yang 

melaksanakan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan para pemangku kepentingan 

perlu menetapkan standar evaluasi yang komprehensif agar penyuluhan antikorupsi dapat 

memberikan dampak yang nyata dalam membangun budaya integritas di masyarakat. 

 
3. ARGUMEN ILMIAH 

3.1. Peningkatan pengetahuan sebagai indikator keberhasilan dalam aspek kognitif 

Aspek kognitif penyuluhan antikorupsi perlu mampu meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang arti, jenis, dan akibat dari korupsi. Pendidikan publik terbukti sangat 

efektif sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi korupsi dalam jangka waktu yang 

lama. Badan PBB untuk narkoba dan kejahatan menekankan bahwa pendidikan serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat adalah bagian penting dalam upaya mencegah 

korupsi, karena dapat membentuk sikap integritas sejak awal (UNODC, 2019). Oleh 

karena itu, evaluasi penyuluhan harus menggunakan instrumen pre-test dan post-test agar 

bisa mengukur peningkatan pengetahuan peserta. 

 
3.2. Perubahan sikap masyarakat terhadap korupsi sebagai indikator afektif 

Keberhasilan penyuluhan tidak hanya diukur dari pemahaman, tetapi juga dari 

perubahan sikap serta nilai integritas masyarakat. Data dari Transparency International 

melalui corruption perceptions index menunjukkan bahwa budaya antikorupsi serta 

kesadaran masyarakat secara erat berkaitan dengan tingkat persepsi korupsi di suatu 
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negara (Transparency international, 2023). Penyuluhan yang efektif dapat meningkatkan 

sikap intoleran terhadap tindakan korupsi, seperti gratifikasi, nepotisme, dan 

penyalahgunaan jabatan. 

 
3.3. Perubahan perilaku sebagai indikator dampak jangka panjang 

Indikator terkuat dari keberhasilan penyuluhan adalah adanya perubahan perilaku 

nyata, misalnya meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pelaporan dan 

pengawasan. Bank Dunia menekankan bahwa pendidikan masyarakat dan keterlibatan 

mereka bisa meningkatkan transparansi serta partisipasi dalam upaya mencegah korupsi 

(World Bank, 2020). Evaluasi tentang penyuluhan harus mencakup indikator seperti 

tindak lanjut yang dilakukan, komitmen terhadap integritas, serta partisipasi masyarakat 

sebagai tolok ukur keberhasilan dalam jangka waktu yang lebih panjang. 

 
3.4. Pentingnya indikator partisipasi dan keterlibatan peserta 

Keberhasilan dari penyuluhan bisa dilihat dari seberapa aktif peserta terlibat selama 

dan setelah acara berlangsung. Partisipasi dalam diskusi, menjaga komitmen terhadap 

integritas, dan terlibat dalam kegiatan lanjutan menunjukkan bahwa materi penyuluhan 

tersebut tidak hanya diterima secara pasif saja. Organisation for Economic Co- operation 

and Development menekankan bahwa partisipasi masyarakat dan keterlibatan publik 

merupakan bagian penting dalam membangun sistem integritas yang berfungsi dengan 

baik (OECD, 2020). Oleh karena itu, indikator seperti tingkat kehadiran, interaksi, dan 

partisipasi dalam program-program lanjutan menjadi acuan utama dalam mengevaluasi 

keberhasilan penyuluhan antikorupsi. 

 
3.5. Evaluasi yang terus dilakukan membantu meningkatkan kinerja program 

pencegahan korupsi 

Program penyuluhan melawan korupsi perlu diawasi dan dinilai terus-menerus agar 

hasilnya bisa terukur dalam jangka waktu yang lama. Tanpa ada pengecekan terus- 

menerus, sulit mengetahui apakah perubahan yang terjadi hanya sementara atau bisa terus 

berlangsung. Program antikorupsi memerlukan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian 

yang  sangat  penting  karena  dapat  meningkatkan  efektivitas,  akuntabilitas,  serta 
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keberlanjutan dalam upaya pencegahan korupsi (UNDP, 2021). Oleh karena itu, indikator 

keberhasilan penyuluhan harus mencakup evaluasi dalam jangka waktu pendek, 

menengah, dan panjang. 

 
4. DISKUSI / IMPLIKASI 

Penggunaan indikator keberhasilan yang jelas dalam evaluasi penyuluhan antikorupsi 

memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat, kebijakan publik, dan pengembangan 

ilmu pengetahuan. Dari sisi masyarakat, penyuluhan yang dipantau secara berkala 

mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran antikorupsi, sehingga masyarakat tidak 

hanya memahami risiko dan dampak korupsi, tetapi juga terdorong untuk 

menginternalisasi nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berpotensi 

memperkuat budaya antikorupsi, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga, 

serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan sosial. Langkah ini selaras 

dengan upaya pencegahan korupsi berbasis edukasi yang dikembangkan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi melalui berbagai program penyuluhan antikorupsi. 

Dari perspektif kebijakan, keberadaan indikator keberhasilan yang konsisten 

memberikan dukungan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang program 

penyuluhan yang lebih efisien, efektif, dan berbasis bukti. Data hasil evaluasi dapat 

dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, revisi kurikulum penyuluhan, serta 

penentuan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi yang 

sistematis mampu meningkatkan akuntabilitas program pencegahan korupsi sehingga 

sejalan dengan rekomendasi Organisation for Economic Co-operation and Development 

yang menekankan pentingnya sistem integritas publik berbasis evaluasi dan partisipasi 

masyarakat. 

Dari perspektif akademik, perumusan indikator keberhasilan penyuluhan antikorupsi 

membuka peluang penelitian lintas disiplin, seperti pendidikan, komunikasi, kebijakan 

publik, dan ilmu perilaku. Implementasi pendekatan berbasis data dalam evaluasi 

program bertujuan memperkaya kajian akademik mengenai efektivitas penyuluhan 

antikorupsi serta menghasilkan model evaluasi yang dapat diterapkan dalam berbagai 

konteks. Dengan demikian, penerapan indikator keberhasilan yang terukur tidak hanya 
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meningkatkan kualitas implementasi program di lapangan, tetapi juga berkontribusi pada 

pengembangan pengetahuan dan strategi pencegahan korupsi di masa depan. 

 
5. PENUTUP 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat ditegaskan bahwa evaluasi 

penyuluhan antikorupsi perlu menggunakan indikator keberhasilan yang jelas, terukur, 

dan berkelanjutan agar program penyuluhan tidak berhenti pada aktivitas seremonial, 

melainkan mampu menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku 

masyarakat. Tanpa evaluasi yang sistematis, efektivitas penyuluhan sulit dibuktikan dan 

kontribusinya terhadap pencegahan korupsi menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, 

penguatan evaluasi program merupakan langkah penting dalam mendukung upaya 

pencegahan korupsi yang juga didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Sebagai rekomendasi, penyelenggara penyuluhan perlu menetapkan standar indikator 

keberhasilan yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku, serta menerapkan 

metode evaluasi seperti pre-test dan post-test, survei sikap, dan pemantauan lanjutan. 

Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat 

untuk memastikan keberlanjutan program pendidikan antikorupsi. Pada akhirnya, 

evaluasi penyuluhan antikorupsi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Tanpa 

indikator keberhasilan yang jelas, penyuluhan berisiko tetap menjadi kegiatan seremonial 

tanpa dampak nyata bagi pencegahan korupsi. 
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